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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK “IBUNDA”
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
TENTANG
PENGGUNAAN AMBULANCE

	[bookmark: _Hlk144711236]NOMOR :
	02/X/MOU/RSIA.IBUNDA/2023

	NOMOR :
	



[bookmark: _Hlk144712269]Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari Kamis Tanggal Satu September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, adalah:	Comment by Ibnul Qoyim: Agar dipastikan kembali dengan ketersediaan penanggalan

1. dr. Ajeng Setiyorini
Direktur RSIA “IBUNDA” yang bertindak untuk dan atas nama RSIA “IBUNDA” yang berkedudukan dan berkantor di Jl. A. Syairani RT. 004 RW.002 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

2. drg. Budi Rukhiyat
Selaku Direktur UPT RSUD Hadji Boejasin, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Hadji Boejasin.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
Bahwa “PIHAK KESATU” dan “PIHAK KEDUA ” secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan sendiri-sendiri disebut “PIHAK”
PIHAK KESATU  dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama ini.




Pasal 1
PENGERTIAN
1. Pasien adalah seseorang atau lebih yang memerlukan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT- DARURAT (Gawat= mengancam jiwa, Darurat=perlu pertolongan segera)
2. Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT hal ini berupa pertolongan kesehatan yang memerlukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Pasal 2
RUANG LINGKUP
1. Ruang lingkup kerjasama adalah PIHAK KESATU  dan PIHAK KEDUA  mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan pengguunaan Ambulance untuk memenuhi kebutuhan dan hak Pasien khususnya yang memerlukan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT.
2. Ruang lingkup kegiatan PIHAK KEDUA  sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin dimana RSUD Hadji Boejasin selaku pemilik mobil Ambulance membantu PIHAK KESATU  dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dan tujuan diadakan kerjasama adalah dalam rangka penggunaan mobil ambulance guna memperlancar atau mempermudah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT.
2. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT.
3. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah menetapkan syarat dan ketentuan untuk diberlakukan terhadap PIHAK KEDUA  selaku pemilik mobil ambulance dalam membantu PIHAK KESATU  untuk memberikan memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN 
Hak 
1. PIHAK KESATU  mempunyai hak sebagai berikut:
a. menentukan Pasien yang akan ditangani 
b. menghubungi PIHAK KEDUA  jika ada Pasien yang memerlukan memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat GAWAT DARURAT.
c. meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KESATU  melalaikan kewajbannya

2. PIHAK KEDUA  mempunyai hak sebagai berikut:
a. mendapatkan jasa medis sesuai dengan tarif per-jemputan Ambulance yang dimiliki RSUD Boejasin dan yang ditangani oleh RSUD Hadji Boejasin;
b. meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KESATU  melalaikan kewajibannya.

Kewajiban
1. PIHAK KESATU  mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. melakukan komunikasi melalui telepon ke RSUD Hadji Boejasin bahwa akan melakukan rujukan yang bersifat GAWAT-DARURAT.
b. menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai isi perjanjian kerjasama ini.

2. PIHAK KEDUA  mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. memberikan pelayanan mobil ambulance jika sewaktu-waktu dihubungi oleh PIHAK KESATU .
b. merujuk Pasien ke RSUD Hadji Boejasin atau Rumah Sakit Lainnya	Comment by Ibnul Qoyim: Apakah narasi ini sudah benar? PIHAK KEDUA (RSHB) merujuk Pasien ke RSHB/rumah sakit lainnya?
c. menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
MASA BERLAKU
1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2026 dengan ketentuan setiap tahunnya dilakukan evaluasi.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk periode berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perpanjangan perjanjian harus diberitahukan terlebih dahulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian dapat berakhir apabila:	Comment by Ibnul Qoyim: Ditambahkan ayat terkait berakhirnya perjanjian
a. Habisnya waktu perjanjian;
b. Hasil evaluasi;
c. Force Majeure
3. Pemutusan perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
4. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum, PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban yang dimaksud diselesaikan.

PASAL 7
FORCE MAJEURE	Comment by Ibnul Qoyim: Ditambahkan pasal yang berkaitan dengan force majeure

 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut “Force Majeure” adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak  dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya  tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda  pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.  Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa  Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Pelaihari.


Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.  	 

	PIHAK KEDUA 	Comment by Ibnul Qoyim: Letaknya agar diperbaiki, PIHAK KESATU 
Direktur RSUD Hadji Boejasin





drg. Budi Rukhiyat 
	PIHAK KESATU 
Direktur RSIA “IBUNDA”





dr. Ajeng Setiyorini
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